
RENCANA KERJA

(RENJA-PD)

KECAMATAN PEMALANG

KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2019
BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,  merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental berupa tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen kepemerintahan dalam rangka mewujudkan good governance yang ditengarai adanya penerapan prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas serta pemberdayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah ( PD ) Kecamatan Pemalang, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja tahun 2018 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renja PD adalah merupakan dokumen rencana pembangunan PD berwawasan 1 (satu) tahun dan merupakan operasionalisasi RKPD oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah dan juga menjadi dokumen perencanaan tahunan PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD ( RKA PD ) sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD. Penyusunan Renja PD sebagai perencanaan pembangunan tahunan tidak dapat terlepas dengan Renstra PD yang merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan. 
1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja PD Kecamatan Pemalang Tahun 2019, berlandaskan pada : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);    

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor  14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah  Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan pada Kecamatan Kabupaten Pemalang;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019. 
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Pemalang nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud Dan Tujuan
Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memberikan arah atau pedoman bagi Unit Kerja Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan pembangunan.

Atas dasar itu maka Renja Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Pemalang dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang  dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan; 

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran   ( RKA PD) Kecamatan Pemalang;
4. Menjadi pedoman operasionalisasi Kecamatan Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu dan terarah .
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 adalah sebagai   berikut :
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD
2.1.    Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD


Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD sebagaimana tabel Reakpitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD terlampir ( Lampiran I ).
2.2.   Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang sebagaimana Pencapaian Kinerja Pelayanan Unit Kerja Kecamatan Pemalang terlampir ( Lampiran II )
2.3.   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Dalam  perumusan untuk menetukan dan mengidentifkasikan isu-isu penting  perlu adanya kecermatan dan ketepatan dalam perumusannya sehingga dapat menentukan permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta mengetahui akan tantangan dan peluang yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka untuk peningkatan pelayanan PD.
Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Pemalang antara lain :

a. Dalam bidang perencanaan yaitu masih lemahnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dan masih rendahnya partisipasi masyarakat;
b. Dalam bidang statistik yaitu masih lemahnya penyediaan dan pengelolaan data;
c. Dalam bidang aparatur yaitu masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur;

d. Dalam bidang sarana dan prasarana yaitu masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia; 

e. Dalam bidang administrasi yaitu masih lemahnya dalam pengelolaan dan penataan administrasi;
f. Dalam bidang hukum dan tramtibum yaitu masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam masalah hukum dan tramtibum;

g.  Dalam bidang anggaran yaitu masih terbatas dan minimnya anggaran yang tersedia.
    Dari isu-isu penting tersebut dapat diidentifikasikan  permasalahan dan hambatan dihadapi serta tantangan dan peluang yang ada sebagai berikut :

1.  Permasalahan dan Hambatan
Kecamatan Pemalang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pemalang adalah:

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur 
Manusia (SDM);

b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
d. Belum optimalnya data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan;
e. Masih lemahnya pendataan dan data kurang valid sehingga sering ditemukan adanya perbedaan data dari desa dan kelurahan;
f. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
g..  Belum optimalnya koordinasi baik secara vertikal maupun herisontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang kurang sinergis;
         h.. Terbatasnya anggaran yang tersedia.
2. Tantangan dan Peluang

Pengindentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik faktor internal atau faktor eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga tujuan organisasi dapat berhasil dengan baik.

Adapun yang menjadi tantangan dilihat dari faktor internal oraganisasi yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang meliputi : 
a.
Kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
b. Rendahnya motivasi aparat;
c. Kurangnya kemampuan dan ketrampilan aparat; 

d. Rendahnya disiplin aparat;
e. Kurangnya insentif aparatur kecamatan.
Sedangkan dilihat dari faktor eksternal organisasi yaitu adanya treathment (ancaman ) yang diidentifikasikan adanya :

a. Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah; 

b. Kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
c. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat;
d. Adanya mutasi pegawai kecamatan; 

e. Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.
Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organinsasi yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi kekuatan yang merupakan faktor internal organisasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Adanya dukungan pemimpin; 

b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai;
c. Adanya program yang jelas; 

d. Tersedianya job description yang jelas;
e.     Tersedianya jumlah apartur yang memadai. 
Sedangkan yang menjadi peluang yang merupakan faktor eksternal organisasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Adanya kesempatan mengikuti diklat bagi aparat kecamatan;

b. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan ;

c. Adanya kewenangan di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat ;

d. Adanya dukungan aparat desa .
Dari analisis faktor-faktor internal dan eksternal untuk memanfaatkan kekuatan serta peluang tersebut diatas guna mendukung keberhasilan tujuan organisasi hal-hal yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :
a. Manfaatkan dukungan pimpinan untuk memanfaatkan kesempatan diklat aparat;
b. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai guna mencukupi kebutuhan data yang valid; 

c. Manfaatkan program dan kewenangan yang jelas untuk optimalisasi bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat;
d. Manfaatkan job description yang jelas dan dukungan aparat untuk optimalisasi pembangunan;
e. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai dan tingginya kesadaran masyarakat guna optimalisasi pembangunan;
f. Meningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat;
g. Mengembangkan manajemen dan mekanisme  pelayanan prima masyarakat.
Disamping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu :

1.   Mengoptimalkan kualitas pelayanan masyarakat ;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia Aparatur dan Masyarakat dengan memanfaatkan IT;

3.   Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang.
4.   Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
5.   Meningkatkan kemampuan petugas dalam menyusun kegiatan dan anggaran melalui proses partisipatif.
6.   Peningkatan kemampuan pengelolaan data, informasi serta dokumen.
Dari uraian di atas, dengan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dengan mengindentifikasikan kekuatan dan peluang maka dapat diambil kebijakan yang tepat sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pemalang serta program nasional maupun program MDG  ( Millenium Developmnet Goals ) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi PD Kecamatan Pemalang, maka diperlukan adanya Rencana Kerja Tahunan sebagai landasan penetapan kebijakan program dan kegiatan di tingkat Kecamatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
2.4.    Review Terhadap Rancangan Awal  RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu ) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah   ( RPJMD )  dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja PD.

Renja Kecamatan Pemalang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Pemalang dengan mempertimbangkan faktor  5 M  yaitu Man (Manusia), Money (Dana), Machine (Sarpras), Methode    ( Tupoksi dan Tata Laksana) , dan Matrial ( Bahan Kerja ). Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Matrik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2019 khususnya untuk Kecamatan Pemalang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan sehingga dalam pelaksanaannya antar program dan kegiatan dapat berjalan sinkron dengan kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

2.5.    Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, pada saat ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat untuk menjadi lebih baik pada masa mendatang guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam prosesnya perlu adanya suatu perencanaan yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan( stakeholders ) sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui top-down saja tetapi juga harus secara bottom-up.

Mekanisme secara top down yaitu melalui Forum Satuan Perangkat Daerah ( Forum PD ) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara bottom up yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa  (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan  (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab  sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Pemalang untuk tahun 2019 sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) yang telah dilaksanakan pada hari  Senen dan Selasa tanggal   30 dan 31 Januari 2018 , ( Terlampir ) Lampiran III dan IV. (acuan musren 2018)
BAB  III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.   Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian terintegral dan menjadi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek khususnya pembangunan Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah tidak boleh terlepas dan harus berpijak kepada kebijakan pembangunan nasional.

Selanjutnya Arah Kebijakan  Pembangunan Nasional Jangka Menegah  Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional , visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“ yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berdasarkan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju indonesia yang yang berdaulat secara politik , mandiri dalam bidang ekonimi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas (nawacita) yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun indonesia dari pinggiran dengan meperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia.

6. Meningkatkan produksifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategivekonomi domestik.

8. Melaakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesemblan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunn nasional dalam tiga dimensi pembangunan yaitu :

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulaatan energi dan ketenaga listrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;

3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, berdasarkan RPJMD Provinsi jawa Tengah Tahun 2013-2018 pembangunan  diarahkan untuk mencapai visi : ”Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, yang ditempuh melalui 7 misi pembangunan daerah yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih jujur dan transparan, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi;

4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk memperkuat      persatuan dan kesatuan;

5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hiduporang banyak;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;

7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercapat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.     

Kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam jangka wakt lima tahun yang merupakan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 -2021 diwujudkan dengan Visi “Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera” yang dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan , derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;

3. Mengembangkan  ekonomi kerakyatan dan kedaulatan  pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;

5. Mewujudkan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati;

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;

7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.
3.1.1   Arah  Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamantkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, alah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RKPD sebagimana dimaksud dalam undang – undang tersebut merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rncangan kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu0 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Arah kebijakan pembangunan Nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5 %

3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu;

4. Indeks gini sebesar 0,36;

5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0%

6. Indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 76,3;

7. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0 %
Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2019 adalah ebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas umberdaya manusia, pengembangan sektor pertanian, perikanan, koperasi, UMKM, industri dan perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing pemerintah daerah serta mengurangi kemiskinan di kabupaten pemalang.

2. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan percepatan pengembangan perekonomian daerah,
3. Optimalisasi sumber daya alam dalam rangka menunjang daya saing dan peningkatan perekonomian daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasibirokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

5. Peningkatan kesadaran masyaraakat dalam proses pemilihan umum eksekutif dan legislatif.

Arah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yaang dilakukan dalam upaya pencapaaian Target Kinerja RPJMD pada tahun 2019 dengan memperhatikan isu dan permasalahan serta hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kecamatan Pemalang sebagai OPD yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Pemalang  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga menetapkan kebijakan yang menitik beratkan pada kebijakan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan dengan prioritas yaitu :

1.   Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;

2.   Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat;

3.  Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang.

4.  Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Prioritas pembangunan di Bidang Pemerintahan yang menjadi pokok pikiran perencanaan pembangunan di Kabupaten Pamalang adalah :

1. Tata kelola pemerintahan, Demokratisasi dan kondusivitas Daerah difokuskan pada optimaslisasi peran Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peran serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan, serta kebijakan pemerintah daerah yang pro investasi dengan tetaap menjaga karakteristik sebagai daerah agraris;

2. Dalam rangka optimalisasi implementasi undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan lainnya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengawal efektifitas Perda maupun Perbub terkait Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan undang-undang Desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal;
3. Meningkatkan peran kelemabgaan kelurahan dan kecamatan khusunya di bidang mental dan spiritul dalam rangka partisipasi pembangunan;

4. Mengusulkan peningkatan anggaran bantuan ke kelurahan dan kecamatan;

5. Mengusulkan peningkatan anggran bantuan ke lembagaan kemasyarakatan kelurahan khususnya RT dan RW;

6. Teroenuhinya sumberdaya manusia secara profesionaldan proporsional sesuai dengan bidangnya di kecamatan dan di kelurahan;

7. Terpenuhinya sarana dan prasaraana di kecamatan dan kelurahan sehingga dapat meningkatkan kepada masyarakat.

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja PD
Renja PD adalah merupakan penjabaran dari Renstra PD sebagai pedoman rencana operasional tindakan untuk masa satu tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau  implementasi  darisuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebagai berikut :
1. Tujuan:
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Sasaran:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Tujuan:
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
Sasaran:

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
3. Tujuan:
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan.
Sasaran:

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan.
Tabel 1.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

KECAMATAN PEMALANG

PERIODE : 2017-2021

	Kode.
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	Kinerja
Awal
	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
	Target
Kinerja
Akhir

	
	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	1.1
	Meningkatkan tata  kelola pemerintahan kecamatan dengan baik
	1.1.1   Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah
	1. Nilai AKIP Kecamatan
	Skor 
	30
	55,00
	55,00
	55,00
	60,00
	60,00
	60,00

	
	
	
	2. Persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang kelurahan
	%
	98
	99,34
	99,43
	99,57
	99,71
	99,86
	99,86

	
	
	1.1.2   Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya  aparatur desa  binaan

	1. Prosentase kelembagaan administrasi desa  binaan


	%
	76
	76,00
	76,00
	84,00
	84,00
	84,00
	84,00

	
	
	1.1.3   Meningkatkan kualitas 

        pelayanan publik
	1. Prosentase meningkatnya kualitas pelayanan publik


	%
	91
	91,00
	92,00
	93,00
	94,00
	94,00
	94,00

	
	
	
	2. Nilai SKM
	%
	78
	78,00
	78,95
	83,75
	84,00
	84,00
	84,00

	
	
	
	3. Prosentase penanganan pengaduan masyarakat

	%
	96
	96,00
	97,00
	97,50
	98,00
	98,00
	98,00

	
	
	
	4. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang difasilitasi dengan baik dan layak


	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	


3.3.   Program dan Kegiatan
a. Program

Aktivitas atau kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Program dan Kegiatan Renja ini berdimensi waktu 1 (satu) tahun yang merupakan bagian dari Renstra PD dan berpedoman pada Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pemalang pada tahun 2019 telah merencanakan program  sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
5. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perkantoran
b. Kegiatan

Aktivitas atau kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pemalang  pada Tahun 2019 telah menetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7.  Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan  keluar daerah
11. Penyediaan jasa keamanan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan kantor

2. Pengadaan mebeleur
3. Pengadaan komputer dan perlengkapaannya
7. Pengadaan lemari besi dan filling cabinet 
8. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
9. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD
Kegiatan :

1..   Penyusunan data base perencanaan  SKPD
2. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
3. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasaraana Perkantoran 
1. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Sugihwaras

2. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Widuri

3. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Pelutan

4. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Kebondalem

5. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Mulyoharjo

6. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Bojongbata

7. Operasional dan pendukung pelayanan pada kelurahan Paduraksa

8. Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan

9. Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan

10. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/ kelurahan

11. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

12. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

13. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang

14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Pada tahun 2019 Kecamatan Pemalang program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pemalang Tahun 2016-2021.
BAB  IV

PENUTUP

Rencana kerja Kecamatan Pemalang  merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang tahun 2019 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan  Pemalang tahun 2016-2021 dan disusun mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2019.
Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Pemalang tahun 2019 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan  pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

Indikator yang ditetapkan dalam Renja (Rencana Kerja) ini sedapat mungkin menggambarkan suatu hasil  kegiatan yang terukur. Dengan demikian penilaian yang dilakukan atas dasar Rencana Kerja diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.
Pemalang,        Oktober 2018
CAMAT PEMALANG
SUHIRMAN, S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19671213 199803 1 005
Lampiran  : Peraturan Camat Pemalang
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